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A. PENDAHULUAN
Demokrasi berasal dari dua suku kata dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kata cratein atau cratos yang berarti  kekuasaan atau kedulatan. Gabungan dua kata demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dari bacaan mythologi Yunani muncul skenario suatu negara kecil/kota  atau polis yang sudah membutuhkan organisasi untuk hidup di masyarakat. Aristoteles dalam politica dan kemudian juga Plato dalam Republica sudah menjelaskan, bahwa masyarakat dalam Polis atau negara kota/kecil sudah mengenal pemerintahan dimana yang bijak dan berusia tinggi dijadikan wakil rakyat yang paling senior. Lima ratus anggota Ecclesia (Dewan Pemuka Senior) menjadi penasehat dalam urusan kehidupan Polis. Plato sudah mempunyai istilah untuk semua anggota dan warga masyarakat Polis, yaitu istilah dalam bahasa Yunani zoon politicon, dimana politocon diartikan masyarakat. Dalam kaitan ini hidup bermasyarakat berarti juga terlibat dalam perolehan, perebutan, dan pemanfaatan pengaruh serta kekuasaan, sehingga mau tidak mau kita hidup berpolitik juga.

Tampaknya demokrasi dalam zaman Yunani belum sama artinya dengan demokrasi setelah revolusi Perancis. Dimana demokrasi setelah revolusi Perancis mengunggulkan tiga prinsip, yaitu Liberte’, Fraternite’, et Egalite’ atau Kemerdekaan, Persaudaraan, dan Kesamaan Derajad. Dalam perkembangannya sejak revolusi Perancis tahun 1789 dikenal dengan bentuk perwakilan rakyat, yaitu parlemen. Agar bentuk perwkilan rakyat dalam menjalankan tugas menyalurkan pengaruh aspirasi rakyat yang diwakili berjalan dengan baik, maka secara berkala perwakilan tersebut diganti dengan orang orang atau wakil-wakil lain perlu mengadakan pemilihan umum secara berkala pula.
Hal tersebut di atas sebenarnya mendasari pengertian pemerintah rakyat atau demokrasi sebagaimana diartikan sekarang. Kelembagaan demokrasi yang telah dibangun dan tumbuh melembaga (institutionlized) berusaha menjunjung tinggi cara cara guna menjamin agar rakyat secara langsung dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan populasi manusia semakin cepat, maka jumlah rakyat semakin banyak, sehingga membuat semakin sukar pula rakyat menyalurkan pengaruhnya . Oleh karnanya diperlukan cara baru agar rakyat mudah menyalurkan pengaruh dan aspirasinya, maka munculah berbagai wadah baru yang berupa  organisasi yang terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan rakyat, hingga sampai saat ini organisasi tersebut ada yang berubah menjadi organisasi politik atau partai politik.
Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (the founding fathers) melalui Undang Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan, bhwa Negara kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan (Representative Democracy),

Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Inonesia terdiri atas beberapa model demokrasi perwkilan yang saling berbeda satu sama lain, seperti:

Periode 1945 – 1959, pada masa ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer, sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan. Namun demikian model demokrasi seperti ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktekan demokrasi model Barat telah memberi peluang sangat besar kepada partai politik untuk mendomiasi kehidupan sosial politik
Sejalan dengan diberlakukannya Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 model domokrasi parlementer murni atau dinamakan juga demokrasi liberal dipraktekkan dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, yang diwarnai dengan cerita sedih yang panjang tentang instabilitas pemerintahan dengan jatuh bangunnya kabinet dan nyaris berujung pada konflik ideologis di Konstituante pada bulan Juni dan Juli tahun 1959. Guna menghindari konflik yang berpotensi mencerai beraikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali Undang Undang Dasar 1945, dan sejak itu pula diterapkan model Demokrasi Terpimpin
Namun belum berlangsung lama, yaitu hanya sekitar enam sampai dengan delapan tahun dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin, kehidupan kenegaraan kembali terancam akibat konflik politik dan ideologi yang berujung pada peristiwa G.30 S/PKI pada tanggal 30 September 165, dan diturunkannya Ir. Soekarno dari Jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1968.
Soeharto menggantikan Ir. Soekarno menjabat Presiden Republik Indonesia kedua, menerapkan model demokrasi yang berbeda yaitu dinamakan Demokrasi Pancasila untuk menegaskan, bahwa model Demokrasi Pancasila lah yang sesungguhnya sesuai dengan  ideologi Negara Pancasila. Demokrasi Pancasila yang diterapkan pada masa Pemerintahan Orde Baru berhasil bertahan relatif lama dibandingkan dengan model-model demokrasi lainnya yang pernah diterapkan sebelumnya, yaitu sekitar tiga puluh tahun, tetapi akhirnya ditutup dengan cerita sedih dengan lengsernya Jenderal Soeharto dari jabatan Preseden Republik Indonesia pada tanggal 23 Mei tahun 1998, dan meninggalkan kehidupan keneragaan yang tidak tidak stabil dan krisis disegala aspek.
Sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang waktunya bersamaan dengan lengsernya Jenderal Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan baru, sebagai hasil kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak diamandemennya Undang Undang Dasar 1945.
Perubahan UndangUndang Dasar 1945 merupakan kristalisasi dari ide-ide demokratis berbagai komponen dan semua anak bangsa serta refleksi atas perjalanan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan selama beberapa puluh tahun. Hal ini menujukkan bahwa perubahan Undang Undang Dasar 1945 bukan berasal dari ruang hampa, tetapi jelas berpijak di atas sejarah panjang perjalanan bangsa dan pergumulan pemikiran kenegaraan dan kebangsaan yang konstruktif dan obyektif. Oleh karena itu perubahan atau amandemen Undang Undang Dasar 1945 menjadi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia semakin sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan bangsa Indonesia dan peradaban umat manusia. Perubahan konstitusi menjangkau jauh ke masa depan Indonesia, sehingga memiliki daya tahan yang kuat ke masa yang akan datang. 
Selain itu, perubahan Undang Undang Dasar 1945 tidak bertentangan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Karena sila keempat Pancasila itu berlangsung didalam sistem perwakilan atau permusyawaratan, dimana orang –orang yang duduk di dalamnya hasil pemilihan umum. Hal ini selaras dengan perubahan Undang Undang Dasar 1945 mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota lembaga legislatif yang dipilih oleh rakyat secara langsung.
Adapun salah satu tujuan perubahan Undang undang Dasar 1945,  menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem cheks and balances yang lebih ketat dan transparan, serta pembentukan lebaga-lebaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. Dan untuk melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum. Terkait dengan pemilihan umum dan penyelenggara pemilihan umum ini ialah substansi baru yang diatur dalam Bab VIII Pasal 22E Undang Undang Dasar setelah diamandemen yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.   
Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum dan penyelenggara pemilihan umum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat pemilihan umum sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penyelenggara pemilihan umum. Dengan adanya ketentuan itu, maka lebih menjamin kepastian waktu penyelenggaraan pemilihan umum secara teratur reguler per lima tahun dan mejamin proses, mekanisme, serta kualitas penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini pelaksanaan pemilihan umum dan penyelenggara pemilihan umum belum diatur dalam konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan umum dan penyelenggara pemilihan umum dilakukan dengan undang-undang.
B. LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur dan menetapkan, bahwa ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Makna kedaulatan berada ditangan rakyat, dalam hal ini rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan gunamengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk memilih wakil wakil rakayat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud salah satunya dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung.

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) mengatur dan menetapkan ”Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas terdiri dari beribu-ribu pulau, dengan jumlah penduduk yang banyak dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut keberadaan penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah terletak pada kesiapan penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dua institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing. Sejauh mana dua institusi ini mengoptimalkan fungsi dan tugasnya dapat dilihat pada pengalaman menyelenggarakan Pemilihan Umum 2009.

Penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 2009, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD   maupun Pemilihan Umum Presiden/ Wakil Presiden, dua institusi ini mendapat sorotan dan kritik tajam dari berbagai pihak, khususnya yang ditujukan kepada KPU. Kritik tajam tersebut disebabkan oleh penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 diwarnai oleh sejumlah persoalan serius, terutama dalam proses penyelenggaraan tahap pemutakhiran data pemilih timbul masalah seputar akurasi DP4, DPS dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga akurasi penghitungan dan rekapitulasi suara. KPU dan jajarannya dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap masalah-masalah tersebut. Hal yang seperti itu mengakibatkan kualitas Pemilu dipertanyakan.

Sejumlah pihak menilai, KPU dianggap tidak profesional, kinerjanya rendah, tidak memiliki kemampuan mengantisipasi masalah, koordinasi diantara jajarannya lemah, dan sebagainya. Mahkamah Konstitusi (MK) misalnya, memberi penilaian bahwa KPU mudah dipengaruhi oleh berbagai tekanan politik, termasuk oleh para peserta Pemilu, sehingga terkesan kurang kompeten dan kurang profesional, serta kurang menjaga citra independensi dan netralitasnya. KOMNAS HAM menyimpulkan bahwa KPU telah terbukti melakukan penghilangan terhadap hak konstitusional warga ngara dalam Pemilu. Panitia Angket DPR RI juga menyimpulkan bahwa KPU patut dinilai tidak mampu dalam melakukan pemutakhirandaftar pemilih sehingga DPS dan DPT Pemilu Legislatif 2009 tidak akurat. Komentar-komentar lepas berbagai kalangan di media massa juga turut memperkuat bahwa KPU memiliki sejumlah kelemahan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
Semua kritik ini seakan ingin menegaskan bahwa kapabilitas anggota KPU diragukan. Maka, tak heran bila kemudian muncul wacana dan tuntutan agar anggota KPU yang ada diganti, sebagian atau seluruhnya. Panitia Angket DPR RI dengan tegas merekomendasikan agar anggota KPU diberhentikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bahkan dengan komposisi keanggotaan yang ada sekarang, KPU dinilai bakal tidak mampu mengelola pilkada yang akan berlangsung sepanjang tahun 2010 di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Ada semacam sikap apriori dan pesimistis terhadap kemampuan anggota KPU. Lebih dari itu, tidak sedikit jajaran KPU di bawah terlibat dalam tindakan-tindakan yang menodai kualitas pemilu legislatif 2009, misalnya penggelembungan suara dan politik uang.
Selain KPU, Bawaslu juga menghadapi kendala. Dalam beberapa hal, Bawaslu tidak optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hasil kerja Bawaslu tidak sedikit yang tidak bisa ditindaklanjuti terkait dengan pelanggaran pemilu, meski tentu saja sejumlah perkara pemilu diakui telah diselesaikan karena peran pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Dalam praktek, penanganan pelanggaran pemilu dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain yang terkait dengan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU proses tindaklanjutnya terhenti sampai sekarang karena KPU belum membentuk Dewan Kehormatan, dan  peran Bawaslu disinyalir terkait dengan problem terbatasnya kewenangan yang dimiliki institusi ini.
Menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala (Pemilukada) tahun 2010, Bawaslu juga menghadapi masalah terkait dengan kesiapan pembentukan jajarannya di tingkat bawah atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Panwaslu harus dibentuk kembali setelah dibubarkan pasca Pemilu, namun Bawaslu menghadapi keterbatasan waktu. Sementara prosedur untuk pengisian jabatan di Panwaslu memerlukan waktu yang tidak sebentar sesuai prosedur yang diamanatkan undang-undang. Ini semua terkait karena posisi Panwaslu yang bersifat ad hoc, tidak permanen.
Belum lagi soal dukungan sekretariat. Di tingkat pusat sekretariat Bawaslu dipimpin oleh eselon II, sementara KPU dipimpin oleh eselon I. Di tingkat bawah dukungan sekretariat juga seringkali menghadapi kendala, baik pada aspek sarana/ prasarana, anggaran maupun kesiapan sumber daya manusianya (kuantitas maupun kualitas). Sedikit banyak hal ini tentunya menghambat mobilitas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya.

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas.

Secara umum, organisasi yang baik dicirikan oleh beberapa hal. Pertama, mempunyai visi dan misi yang jelas, yang dielaborasi dalam bentuk program yang terarah, terukur dan aplikatif, juga didukung oleh strategi pencapaian yang tepat dan rasional. Kedua, organisasi digerakkan oleh orang-orang yang memiliki kualitas tertentu, baik pada aspek pengetahuan, sikap mental, keahlian/ ketrampilan maupun sifat kepemimpinannya, sesuai dengan kebutuhan pencapaian visi, misi dan program tersebut. Ketiga, mempunyai sumber daya pendukung yang memadai, baik pada segi sarana/ prasarana, jaringan kerja maupun anggaran. Keempat, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis dan berubah-ubah serta bisa membangun kerjasama seluas mungkin dengan berbagai pihak.
KPU dan Bawaslu sebagai organisasi penyelenggara pemilu seyogyanya memiliki ciri-ciri dasar semacam itu. Dua organisasi ini jelas harus mengarahkan dayanya untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga terbentuk pemerintahan yang bertanggungjawab serta wakil rakyat yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Meskipun hal ini bukan tugas yang mudah, namun jika KPU dan Bawaslu dikelola oleh orang-orang yang memenuhi syarat, maka tujuan luhur itu pastilah bisa tercapai dengan maksimal.
Persyaratan yang dibutuhkan itu bukan sekedar syarat administratif (usia, domisili, kesehatan, strata pendidikan, dan sebagainya), tapi yang diperlukan sesungguhnya syarat pengetahuan, keahlian khusus, kepemimpinan dan sikap mental yang cocok dengan kebutuhan. Untuk memperoleh orang-orang semacam ini, maka proses dan prosedur rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu harus mampu menjamin tersedianya kebutuhan orang-orang semacam itu. Anggota KPU dan Bawaslu tidak cukup sekedar memiliki pengetahuan tertentu yang dibutuhkan dalam mengelola pemilu, tetapi juga memiliki keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu dan/atau berlatarbelakang disiplin ilmu bidang politik, hukum, manajemen, teknologi informasi, keuangan akuntansi, komunikasi, dan kependudukan. Selain itu juga memiliki kepemimpinan yang kuat agar tidak mudah dikendalikan pihak lain dan mampu mengambil keputusan yang tepat, cermat dan tegas. Pada sisi lain mereka memiliki sikap mental yang teruji (mau kerja keras, tidak mudah disuap, terbuka terhadap kritik, konsisten bersikap, dan sebagainya).
Di dalam KPU dan Bawaslu juga harus tercipta mekanisme check and balances yang jelas, setidaknya untuk mencapai dua hal. Pertama, visi, misi, tujuan dan program yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana. Kedua, kemungkinan terjadinya kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan dapat dicegah sejak awal. Jika terlanjur ada kesalahan atau penyelewengan, mekanisme kontrol yang tersedia (baik eksternal maupun internal) mampu menyelesaikannya dengan cepat, tepat dan tidak berlarut-larut. Dewan Kehormatan yang ada selama ini, sebagaiman diamanatkan dalam UU No. 22 tahun 2007, terbukti tidak mampu menjalankan fungsi check anda balances semacam ini. Bisa saja dicari jalan lain yang lebih menjamin proses keseimbangan di dalam tubuh KPU dan Bawaslu.

Untuk mewujudkan penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas perlu  juga dipikirkan tentang perlunya  dilakukan penguatan status, struktur organisasi, dan sumber daya manusia di tingkat Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat Bawaslu. Sekretariat ini berfungsi memberikan dukungan dan pelayanan teknis, administrasi dan keahlian agar fungsi dan tugas anggota KPU dan Bawaslu bisa dilaksanakan dengan maksimal. 

Semua itu diperlukan agar KPU dan Bawaslu bisa menjadi organisasi penyelenggara Pemilu yang profesional dan kredibel dengan jangkauan kerja yang bersifat nasional dan mandiri sebagaimana amanat konstitusi.  Bersifat nasional artinya KPU memiliki wilayah kerja seluruh wilayah negara Indonesia. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU harus bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun dalam menyelenggarakan pemilu. Hal tersebut menyiratkan bahwa KPU dan Bawaslu tidak boleh tunduk pada kepentingan orang-perorang, golongan dan partai politik tertentu. Organisasi ini bekerja menurut aturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti kaidah manajemen yang normal dalam menyelenggarakan pemilu.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka organisasi penyelenggara pemilu harus berpegang pada tiga prinsip utama. Satu, KPU dan Bawaslu beserta jajarannya harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi tinggi yang relevan dengan kebutuhan. Di sini berarti perlu dipersoalkan proses rekrutmen dan seleksi, persyaratan keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian. Kedua, adanya jaminan bagi KPU dan Bawaslu untuk bekerja dengan dukungan sumber-sumber daya yang optimal, baik dari segi perangkat organisasi, sarana/ prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran. Berarti disni perlu dipersoalkan, antara lain, soal sifat organisasi (tetap atau had doc), kesekretariatan dan kepastian anggaran. Ketiga, perlu ada kontrol yang jelas dan terukur, baik secara internal maupun eksternal, agar KPU dan Bawaslu senantiasa bekerja menurut rencana yang ditetapkan, berpegang pada aturan yang berlaku serta berbagai kemungkinan kesalahan dan penyimpangan bisa dicegah dan diatasi.
C. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009, terdapat permasalahan yang cukup serius terkait dengan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Permasalahan tersebut diantaranya adalah banyak warga negara yang mempunyai hak untuk memilih, namun tidak terdaftar didalam DPT sehingga kehilangan haknya untuk memilih. Permasalahan DPT ini tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan teknis administrasi, melainkan juga permasalahan penghilangan hak konstitusi warga negara untuk memilih. Oleh karena itu DPR membentuk Panitia Khusus Hak Angket Mengenai Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilih yang mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :
1. Menyelidiki akar permasalahan dan penyebab terjadinya kekisruhan DPT yang mengakibatkan sebagian warga negara kehilangan haknya untuk memilih.

2. Mencari pihak yang paling bertanggungjawab terhadap permasalahan kekisruhan DPT.

3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dalam penyusunan DPT berikutnya agar sedapat mungkin menghindari adanya warga negara yang kehilangan haknya untuk memilih.
Kegiatan Panitia Angket DPR RI tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dimulai kunjungan kerja ke 15 (lima belas) daerah, yaitu Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Papua, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Banten, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Disamping itu juga melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, yaitu Malaysia.

Rangkaian kegiatan selanjutnya Panitia Angket melakukan persidangan dengan acara memeriksa sejumlah saksi dan ahli untuk dimintai keterangan mengenai masalah masalah yang berkaitan dengan terjadinya proses kekisruhan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemanggilan dalam persidangan untuk dimintai keterangan juga kepada para ahli dibidang Politik, Hukum Tata Negara, Statistik, Informasi Teknologi. Pemanggilan kepada para penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan pihak perusahaan rekanan KPU dalam percetakan DPT yaitu PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.  Pemanggilan kepada Dirjen Administrasi Kependudukan dan Dirjen Anggaran, BPS, Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPRR), dan Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP)   

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan  Panitia Angket DPR RI Tentang Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilih, pada tanggal 29 September 2009, menemukan fakta-fakta adanya berbagai permasalahan yang dilakukan oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2009, antara lain :

1. Langkah pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU terlambat dan proses itu dilakukan dengan cara tidak profesional sehingga mengakibatkan banyak terjadi penggelembungan (pengadaan) data pemilih serta warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu Legislatif 2009 (padahal sebelumnya terdaftar dalam Pemilu 2004 atau bahkan terdaftar dalam DPS Pemilu Legislatif 2009). Selain itu, KPU berulangkali melakukan pemutakhiran data yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang. Oleh karena itu, KPU patut dinilai tidak mampu dalam melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih yang kemudian menghasilkan DPS serta DPT Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang tidak akurat.
2. berdasarkan Keputusan Nomor 383/SK/KPU/2008 tanggal 24 Oktober 2008, jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 170.022.239. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 427/SK/KPU/2008 tanggal 24 November 2008, DPT secara nasional berjummlah 171.068.667. Kemudian setelah kurangnya Perppu Nomor 1 Tahun 2009 jumlah pemilih dalam DPT menjadi 171.265.442 pemilih, terdiri atas 169.789.595 pemilih dalam negeri dan 1.475.847 pemilih luar negeri yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 164/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 7 Maret 2009. Terkait dengan ditetapkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2009, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 607/KPU/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 mengenai pemeriksaan dan penelitian pasca Perppu Nomor 1 Tahun 2009. Jumlah DPT Pemilu Legislatif 2009 tersebut dinilai terlalu tinggi sebesar 9 juta dibandingkan data proyeksi BPS (dan sekitar 14 juta dibandingkan data untuk Pilpres 2009), jika dibandingkan dengan data proyeksi jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas ditambah dengan penduduk umur 10-16 tahun yang pernah kawin pada pertengahan tahun 2009 adalah sejumlah 160,8 juta. Dengan demikian DPS dan DPT PemiluLegislatif 2009 dapat dinyatakan tidak valid. Padahal disisi lain, banyak terdapat warga negara yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih karena tidak terdaftar dalam DPT.
3. Kekisruhan dalam penyiapan data kependudukan yang menghasilkan DP4, serta pemutakhiran data pemilih yang menhasilkan DPS dan DPT Pemilu Legislatif 2009, tidak dapat diawasi secara optimal oleh pihak pengawas pemilu baik Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/ kota, Panwaslu kecamatan, maupun oleh Pengawas Pemilu Lapangan (termasuk Pengawas Pemilu Luar Negeri) karena terbentuk secara kelembagaan (terutama panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/ kota serta Panwaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan). Oleh karena itu Panwaslu di setiap tingkatan pun tidak dapat memberikan rekomendasi apapun terkait dengan kekisruhan daftar pemilih. Hal yang sama terjadi di Pengawas Pemilu Luar Negeri khususnya di Malaysia ang baru terbentuk 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009. Namun demikian diakui Bawaslu (pengawas Pemilu Pusat yang bersifat permanen) bahwa telah terjadi pelanggaran hak warga negara untuk memilih. Terhadap hal itu, Bawaslu telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU untuk membentuk Dewan Kehormatan karena adanya dugaan telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para anggota KPU terkait dengan tahapan penyusunan Daaftar Pemilih. Dalam perjalanannya, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu dimaksud. Oleh karena itu patut dinilai bahwa KPU tidak serius menangani masalah DPT Pemilu Legislatif 2009.
4. DPT Pemilu Legislatif 2009 yang disusun oleh KPU tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU No. 10 Tahun 2008 karena tidak seluruhnya memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat. Bahkan justru memuat NIK double (dua kali), triple (tiga kali), atau lebih dalam satu TPS. Selain itu terdapat data pemilih dalam DPT Pemilu Legislatif 2009 yang berisikan warga negara yang sudah meninggal, anggota TNI/Polri, serta pemilih di bawah umur. Ketidakakuratan DPT Pemilu Legislatif Tahun 2009 berpotensi terjadinya penggelembungan suara dibeberapa daerah, termasuk DPT luar negeri.
5. Bahwa terbukti secara meyakinkan, telah terjadi pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih pada pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009 yang disebabkan oleh tidak diterapkannya sistem penyiapan DP4, sistem pemutakhiran data pemilih, dan sistem penyusunan DPS dan DPT sebagaiman mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemerintah dan KPU.
6. Dalam melaksanakan tugasnya menyusun DPT Pemlu Legislatif 2009 yang sesuai peraturan perundang-undangan, KPU patut dinilai tidak mampu melakukan pemutakhiran data pemilih dengan baik dan akurat.

7. Diduga telah terjadi tindak pidana terkait dengan perubahan secara sepihak isi dan komposisi DPT Pemilu Legislatif 2009 yang dilakukan oleh pihak rekanan percetakan DPT (PT. JASUINDO TIGA PERKASA Tbk) yang berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur.
Untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan dan pemeriksaan Panitia Angket salah satu rekomendasinya ditujukan kepada Pimpinan DPR RI diminta untuk menugaskan Komisi DPR RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pertanahan, dan Pendayagunaan Aaparatur Negara, dalam hal ini Komisi-II DPR RI untuk menindaklanjuti dan mengawasi pelaksanaan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI atas hasil rekomendasi yang diajukan oleh Panitia Angket DPR RI sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Panitia Angket dan penugasan dari Pimpinan DPR RI mulai mencermati berbagai masalah tersebut diatas dan mencari masukan dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai pakar untuk membahas permasalahan kekisruhan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada April tahun 2009 yang diselenggarakan oleh KPU. Hasil kegiatan yang dilakukan Komisi-II DPR RI tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja KPU dalam pemutakhiran Data  Pemilih hingga menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU patut dinilai kurang mampu melakukan pemutakhiran data pemilih dengan baik dan akurat. Apabila dicermati dari aspek yuridis salah satu penyebabnya adalah terdapatnya beberapa masalah yang menjadi kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, beberapa masalah itu, dapat diidentifikasi, sebagai berikut:

1. Tidak adanya ketentuan yang tegas, mengenai pengaturan batasan jangka waktu antara hari pemungutan suara dengan pembentukan Komisi Pemilihan Umum  (KPU). Untuk penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada bulan April tahun 2009 KPU dibentuk pada awal tahun 2008 sehingga hanya mempunyai waktu kurang lebih satu setengah tahun untk melakukan persipan penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu yang memerlukan waktu yang lebih panjang. Sehingga waktu satu setengah tahun kurang cukup untuk melaksanakan persiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu, antara lain merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPSLN, Pembentukan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,  memutakhirkan data pemilih, menetapkan peserta Pemilu, dan lain sebagainya yang masih berhubungan dengan persiapan KPU.

2. Begitu pula jangka waktu pembentukan Badan Pengawas Pemilu yang kurang cukup, mengakibatan pemebntukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan jajaran kebawahnya pun menjadi terlambat, sehingga banyak tugas KPU dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu termasuk pemutakhiran data pemilih tidak terawasi.
3. Hasil pengwasan Bawaslu yang bersifat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU dalam menyenggarakan tahapan Pemilu yang oleh Bawaslu telah direkomendasikan kepada KPU, sampai sekarang tidak ditindaklanjuti, karena KPU tidak membentuk Dewan Kehormatan..
4. Mekanisme dan sistem rekrutmen bakal calon anggota KPU dan Bawaslu tidak memadai, karena Panitia Seleksi hanya dari pemerintah dan  hanya melakukan psikotes yang substasinya tidak ada kaitannya dengan keahlian atau pengalaman tentang kepeluan, sehingga hanya mengasilakan orang-orang yang kurang berkompeten dibidang kepeluan.
5. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah setelah Pemilu 2009, terjadi konflik antara Bawaslu dan KPU terhadap pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kada diberbagai daerah yang akan menyelenggarakan Pemilukada. Masalah ini bersumber karena sifat Panwaslu yang ad hoc. 

6. Masalah yang berkaitan dengan bantuan dan fasilitas baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 121 Undang undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang tidak mengatur pendanaan untuk biaya operasinal bagi para aparat Pemerintah atau  Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada KPU di daerah-daerah.

7. Status dan struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU yang hanya terdiri ata seorang Sekretaris Jenderal dan seorang  Wakil Sekretaris Jenderal dengan hanya 7 Biro dirasa kurang memadai dalam memberikan dukungan secara teknis, administrasi, dan keahlian kepada KPU dalam menyenggarakan semua tahapan Pemilu, mengingat letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beribu pulau. Begitu pula Sekretariat Bawaslu yang hanya dipimpin Kepala Sekretariat dari PNS Eselon-II

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut di atas, dan guna mempertanggungjawabkan rekomendasi Panitia Angket DPR RI Tentang Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilih serta penugasan Pimpinan DPR RI, maka Komisi-II DPR RI sepakat dan berkesimpulan melakukan inisiasi menyusun Rancangan Undang Undang Usul Komisi-II DPR RI Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan revisi tersebut dilakukan secara terbatas.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Penyusunan naskah akademis Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bertujuan:

1. Memberikan kesempatan waktu yang cukup, yaitu 3 (tiga) tahun sebelum hari pemungutan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus sudah terbentuk. Dengan waktu 3 (tiga) tahun tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai waktu yang cukup panjang sehingga dalam melakukan persiapan penyelenggaraan seluruh tahapan, khususnya agar KPU menyelenggarakan tahap pemutakhiran data pemilih berjalan dengan baik dan tidak lagi memunculkan masalah terjadinya kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Disamping itu, waktu 3 (tiga) tahun juga dapat dipergunakan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan inergiritas, profesionalitas, serta akuntabilitas Komisi Pemiliahan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Untuk menegakan disiplin dan ketaatan anggota KPU beserta jajaraannya, dan Bawaslu beserta jajarannya terhadap Kode Etik. Oleh karenanya KPU diwajibkan membentuk Dewan Kehoramtan sebagai alat kelengakapan KPU untuk mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

3. Memberikan penguatan KPU dan Bawaslu melalui penyempurnaan mekanisme perekrutan, materi seleksi tertulis bakal calon dan mengumumkan kepada publik atas  hasil seleksi baik yang dinyatakan lulus maupun yang tidak lulus seleksi, serta   peningkatan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon

4. Memberikan penguatan atas eksisitensi Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KPU dan Bawaslu, ideal jabatan struktural asekretariat KPU dan Bawaslu dalam mendukung secara teknis, administrasi, dan keahlian kepada anggota KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan umum
E. METODE PENELITIAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014 dan Pemilihan Umum pada periode berikutnya agar terlaksana lebih baik kualitasnya apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2009, maka perlu penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini, perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Untuk itu dilakukan penyusunan Rangcangan Undang Undang Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Penyusunan Rancangan Undang Undang Nomor 22 Tahun 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dilakukan dengan metode kerja sebagai berikut:

1. Evaluasi atas pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilihan Umum;

2. Pengkajian terhadap pasal-pasal dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilihan Umum yang dinilai mengandung kelemahan dan/atau bermasalah;

3. Pengkajian terhadap konsep teoritis tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang ideal;

4. Penelitian terhadap fakta dan data dalam laporan Panitia Angket DPR RI Tentang Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilih, dan kegiatan Komisi-II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Prof. DR. Ramlan Surbakti, Lingkar Madani, TePi Indonesia, KIPP Indonesia, SPD, FORMAPPI, dan KRHN, Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN); dan 
5. Analisis komprehensif dan penyusunan konsep pengaturan yang baru.
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I PENDAHULUAN, berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, metode serta sistematika penulisan;

Bab II
Asas-Asas Yang Digunakan Dalam Penyusunan Norma Dan Problematika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Bab III
Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Dan Keterkaitannya Dengan Hukum Positif.

Bab IV
KESIMPULAN
BAB II
ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA DAN PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

a. LANDASAN PERUBAHAN
1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pembentukan RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilihan Umum diperlukan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan sebagai instrumen utama pelaksanaan demokrasi menandakan bahwa rakyat sungguh-sungguh berperan dalam menentukan arah dan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum.

2. Landasan Sosiologis

Sejalan dengan pemikiran filosofis di atas, pembentukan RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilihan Umum juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional, kredibel dan aspiratif. Kehadiran RUU perubahan ini juga sekaligus menjadi sebuah jaminan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politiknya. Dengan kata lain, melalui pembentukan UU ini, diharapkan dapat tercipta ruang kompetisi politik yang sehat, adil dan tertib bagi semua aktor dan konstituen politik, dalam kerangka aktualisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik kenegaraan dan pemerintahan. 

3. Landasan Yuridis

Pembentukan RUU perubahan atas UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelengara Pemilihan Umum didasarkan pada hasil rekomendasi Pansus DPR dan pendapat Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilihan umum tidak profesional dan memiliki banyak kelemahan oleh karena itu diperlukan perbaikan terhadap penyelenggara pemilihan umum agar penyelenggaraannya dapat berjalan secara adil, dan profesional. 
b. ASAS-ASAS PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan bahwa pembentukan suatu undang-undang didasarkan pada beberapa asas, meliputi:

a. pengayoman;

b. kemanusiaan; 

c. kebangsaan; 

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhineka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

Selain asas-asas tersebut di atas, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 juga menentukan dimungkinkannya menggunakan asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.  Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No 22 Tahun 2007, digunakan asas-asas sebagai berikut:  

a. keadilan; yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Dengan demikian penyelenggaraan pemilihan umum harus berlaku adil bagi setiap warga negara yang memiliki hak pilih dan bagi setiap peserta pemilahan umum. 
b. Akuntabilitas; dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum harus ada pertanggungjawaban dari setiap penyelenggara pemilihan umum sehingga kualitas pemilihan umum dapat terjaga artinya setiap keputusan dan kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan peserta pemilu.
c. Transparansi; Seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai.
d. ketertiban dan kepastian hukum; yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
c. PROBLEMATIKA UU NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
Fakta dan data adanya permasalahan dalam penyelengaraan Pemilihan Umum sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Panitia Angket DPR RI tentang Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilih, pada tanggal 29 September 2009 menyampaikan laporannya dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam substansi laporan tersebut disampaikan beberapa fakta-fakta yang ditemukan, antara lain:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan data kependudukan, yaitu Data Penduduk Potensial Pemlih Pemilu (DP4). Data tersebut harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Data awal DP4 yang disusun oleh Pemerintah adalah data P4B yang dimutakhirkan dengan menggunakan formulir F1.01 dan Data Agregat Kependudukan perKecamatan (DAK2).

b. Data penduduk dan DP4 diserahkan secara serentak oleh Pemerintah KPU, Pemerintah Provinsi kepada KPU Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk CD (Compact Disc) pada tanggal 5 April 2008. Pada tingkat nasional, Menteri Dalam Negeri menyerahkan data penduduk dan DP4 kepada KPU dengan jumlah penduduk sebanyak 224.118.268 jiwa dan jumlah DP4 sebanyak 154.741.787. Menteri Luar Negeri menyerahkan data pemilih potensial di luar negeri kepada KPU dengan jumlah 1.609.737. Penyerahan dilakukan tanggal 5 April 2008 atau tepat 12 bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara ditetapkan pertama kali oleh KPU, yaitu tanggal 5 April 2009, sebelum akhirnya diubah menjadi 9 April 2009.

c. KPU Kabupaten/ Kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan daftar Pemilih. KPU Kabupaten/ Kota memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh PPS dan PPK. PPS membentuk PPDP untuk membantu pemutakhiran data pemilih. Banyak permasalahan yang terjadi dalam pemutakhiran data pemilih, yang pada intinya adalah PPDP tidak bekerja secara optimal.

d. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan DPS dengan basis Rukun Tetangga atau sebutan lain. DPS harus diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Pada tahapan Penetapan DPS, Pengumuman DPS, Perbaikan dan Pengumuman DPS Hasil Perbaikan, Penyusunan DPS Hasil Perbaikan Akhir terdapat beberapa temuan :

· Beberapa KPU Kabupaten tidak menggunakan data kependudukan hasil pemutakhiran, melainkan menggunakan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai DPS,

· Banyak DPS tidak diumumkan kepada masyarakat. Di beberapa daerah, DPS diumumkan namun dengan cara-cara yang tidak mudah diakses oleh masyarakat,

· Banyak Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak mendapatkan salinan DPS.  

Ketidakoptimalan dalam proses penyusunan DPS sampai dengan DPT, diakui oleh KPU dengan alasan :

· Anggaran sosialisasi dan anggaran untuk fotocopy yang tidak memadai;

· Ada agenda lain yang harus dilaksanakan pleh KPU kabupaten/kota dalam waktu yang bersamaan, yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah;

· Pada saat yang bersamaan juga terjadi pergantian keanggotaan di beberapa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

e. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2009, KPU mengeluarkan Keputusan Nomor 164/kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 7 Maret 2009 yang menetapkan jumlah pemilih pada Pemilu 2009 sebanyak 171.265.442 pemilih, terdiri atas 169.789.595 pemilih dalam negeri dan 1.475.847 pemilih luar negeri.

Terhadap permasalahan DPT tersebut terdapat data, fakta dan keterangan sebagai berikut :

· Bawaslu telah mengirimkan surat teguran nomor 308/L/Bawaslu/X/2008 pada 24 Oktober 2008 kepada KPU terkait pengumuman DPT yang dilakukan tidak serentak.

· Softcopy file DPT yang formatnya tidak seragam dan terdapat beberapa kecamatan yang tidak memiliki data DPT dalam bentuk softcopy.

· Terdapat frekuensi kemunculan pemilih dengan tanggal kelahiran tertentu yang di luar batas kewajaran.

· Terdapat data invalid berupa pengulangan data nama, tanggal lahir dan sebagainya.

· DPT tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UU No. 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa daftar pemilih sekurang-kurangnya memuat Nomor Induk Kependudukn, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. DPT yang disusn KPU memuat double (dua kali), triple (tiga kali), bahkan quadraple (empat kali) NIK dalam satu TPS.

· DPT (DPT) berjumalh 171.265.442, termasuk sebanyak 1.475.847 DPT Luar Negeri. DPT Dalam Negeri 169.789.595 lebih tinggi sebesar 9 juta dibandingkan data proyeksi dari BPS.

f. Pembentukan Pengawas Pemilu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan terlambat, sehingga tidak dapat mengawasi proses penyusunan daftar pemilih mulai dari awal. Setelah terbentuk, Panwaslu tetap melakukan pengawasan dan menerima laporan terkait dengan permasalahan DPT, namun hasil temuan dan laporan Panwaslu sebagian besar tidak dapat ditindaklanjuti karena terkendala masalah waktu tahapan penyusunan DPT yang sudah lewat.

g. Berdasarkan keterangan ahli, pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 terdapat banyak warga negara yang mempunyai hak untuk memilih namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT atau karena pemilu tidak dapat diakses oleh pemilih (inaccesable). Adanya warga negara yang kehilangan haknya untuk memilih merupakan suatu pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih. Komnas HAM menyatakan bahwa terbukti secara meyakinkan, telah terjadi penghilangan hak konstitusional pemilih dalam Pemilu Legislatif 9 April 2009 secara massif (25-40% warga yang kehilangan hak pilihnya) dan sistemik (kelemahan melekat dalam sistem pendataan penduduk serta kelembagaan pelaksana Pemilu-KPU) di seluruh wilayah RI.

h. Kekisruhan dalam penyiapan data kependudukan yang menghasilkan DP4, serta pemutakhiran data pemilih yang menghasilkan DPS dan DPT Pemilu Legislatif 2009, tidak dapat diawasi secara optimal oleh pihak pengawas pemilu baik oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten /Kota, Panwaslu Kecamatan, maupun oleh Pengawas Pemilu Lapangan (termasuk Pengawas Pemilu Luar Negeri) karena balum terbentuk secara kelembagaan (terutama Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan). Oleh karena itu Panwaslu di setiap tingkatan pun tidak dapat memberikan rekomendasi apapun terkait dengan kekisruhan daftar pemilih. Hal yang sama terjadi di Pengawas Pemilu Luar Negeri khususnya di Malaysia yang baru terbentuk 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009. namun demikian, diakui Bawaslu (Pengawas Pemilu Pusat yang bersifat permanen) bahwa telah terjadi pelanggaran hak warga Negara untuk memilih. Terhadap hal itu, Bawaslu telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU untuk membentuk Dewan Kehormatan karena adanya dugaan telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para anggota KPU terkait dengan tahapan penyusunan Daftar Pemilih. Dalam perjalanannya, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu dimaksud. Oleh karena itu patut dinilai bahwa KPU tidak serius menangani permaslahan DPT Pemilu Legislatif 2009.

i. Panitia Angket DPR RI tentang Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara untuk memilih merekomendasikan pertanggungjawaban KPU terhadap pelanggaran dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih, dalam bentuk pemberhentian seluruh anggota KPU dalam tempo yang  sesingkat-singkatnya.

j. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, antara lain berpendapat ”Kelemahan KPU sebagai penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mudah dipengaruhi oelh berbgai tekanan publik, termasuk oleh para peserta Pemilu, sehingga terkesan kurang kompeten dan kurang profesional, serta kurang menjaga citra independensi dan realitas”.

2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Prof. Dr. Ramlan Surbakti, pada tanggal 28 Oktober 2009 menyatakan bahwa ada 6 (enam) masalah yang perlu disempurnakan dalam merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yaitu :

a. Kualifikasi dan persyaratan Anggota KPU harus terkait dengan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan semua pentahapan Pemilu termasuk mampu melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap pelaksanaan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pemilu.

b. Tim seleksi keanggotaan KPU harus memahami tentang tugas dan wewenang KPU.

c. Mekanisme seleksi anggota KPU.

d. Tugas dan Wewenang Sekretaris Jenderal KPU diubah dari membantu KPU menjadi menyelenggarakan Pemilu dibawah pengawasan Anggota KPU, dan struktur Sekretariat Jenderal diubah Sekretaris Jenderal dibantu oleh 3 (tiga) orang Deputi yang membidangi Pemilu, Anggaran, dan Personil, serta Inspectorat.

e. Dewan Kehormatan KPU diubah menjadi permanen atau pembentukannya diserahkan kepada komisi II DPR RI.

f. Anggota KPU harus mempunyai waktu antara dua setengah tahun atau tiga tahun untuk mempersiapkan Pemilu dan/atau Pemilukada. 

3. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II dengan Lingkar Madani Indonesia, TePi Indonesia, KIPP Indonesia, SPD, FORMAPPI, dan KRHN tanggal 28 Oktober 2009 menyampaikan Petisi Panitia Pemberhentian Penyelenggara Pemilu (P4) tentang Tuntutan Pemberhentian Anggota KPU 2007-2013. Dan Komisi II akan menindaklanjuti Petisi tersebut yan merupakan hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Daftar Pemilih Tetap (DPT) periode 2004-2009 tentang pemberhentian anggota KPU sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

4. Rapat Dengar Pendapat Umum Tim Kerja Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Komisi II DPR RI dengan Direktur Eksekutif Kemitraan/ Partnership tanggal 19 November 2009 berpandangan dan mengusulkan :

a. KPU dan KPUD menanggung pekerjaan yang unmanagable yaitu terdapat seratus tujuh puluh satu juta pemilih, tujuh ratus juta lembar surat suara dengan seratus tujuh puluhan varian. Selain itu, KPU dan KPUD telah terjebak dalam urusan teknis sehingga tugas strategis seperti pendidikan pemilih menjadi terlewatkan disebabkan pengesahan undang-undang terlambat sehingga KPU tidak mempunyai waktu yang cukup untuk merencanakan dan menyiapkan Pemilu dan jadwal rekrutmen anggota KPU dan KPUD tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan penyelenggaraan semua pentahapan Pemilu.

b. Demi penyiapan Pemilu yang lebih baik dan berkualitas, dan demi pelembagaan penyelenggara Pemilu, maka memperpendek masa kerja keanggotaan KPU periode 2008-2013 saja tidak cukup. Hal yang sama harus dilakukan pada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

c. Langkah selanjutnya mengusulkan kepada DPR agar menggunakan hak inisiatif menyusun RUU tentang perubahan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum untuk kemudian membahasnya dengan Pemerintah, termasuk pembuatan ketentuan peralihan yang berisi keanggotaan KPU yang dilantik pada Oktober 2007 akan berakhir ketika anggota KPU baru sudah terpilih berdasarkan perubahan undang-undang ini.

5. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) tanggal 25 November 2009, menyampaikan rekomendasi antara lain :

a. Pendaftaraan pemilih : a) Pendataan penduduk harus melibatkan kecamatan, kelurahan/desa hingga RT/RW karena pada level inilah yang paling mengetahui komposisi penduduknya masing-masing. b) Sistem KTP atau pengenal secara online seluruh Indonesia lebih baik mulai diberlakukan untuk mencegah identitas ganda dan juga keamanan data. c) Kejelasan dalam kewenangan atas updating data kependudukan secara kontinyu dalam suatu waktu tertentu.

b. Logistik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat membantu menyediakan tempat penyimpanan logistik sehingga aman dan dapat digunakan untuk masa yang akan datang. Disentralisasi logistik Pemilu dalam hal pembuatan dan pencetakan formula-formula dan daftar isian. Jadi di daerah mestinya dipercaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

c. KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang utama hendaknya tidak menjadi super body dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tetap harus memperhatikan pilar lainnya, seperti Panwas dan KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.

d. Revitalisasi peran Sekretariat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota secara lebih optimal.

e. Penigkatan kewenangan Panwas terutama dalam implementasinya yang kurang berdaya dalam menggunakan kewenangan yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan.

f. Masa kerja Panwas diharapkan sama dengan masa kerja KPU atau setidaknya lebih lama untuk menuntaskan tugas-tugasnya.

g. Sumber daya manusia yang mengisi organisasi penyelenggara Pemilu seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai.

Dari hasil penelitian dan pengkajian terhadap fakta dan data tersebut di atas, dapat ditangkap adanya semangat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan cara memberikan kesempatan dan/atau waktu yang cukup bagi penyelenggara Pemilihan Umum untuk mempersiapkan penyelenggaraan semua pentahapan pemilihan umum termasuk pemutakhiran data pemilih menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat. Untuk mewujudkan itu, revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 22 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah solusi yang diinginkan. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI dengan menggunakan hak inisiatif, menyusun dan merumuskan Rancangan Undang-Undang Nomor......Tahun.......Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

BAB III
MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF.
A. Keterkaitan dengan Undang-Undang yang Berlaku

Terdapat beberapa Undang-Undang yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Adapun beberapa UU yang terkait dengan UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, antara lain pada:
Pasal 57

(1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan  kepala daerah dan  wakil  kepala daerah kepada DPRD.

(3) Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan  kepala daerah dan  wakil  kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan  wakil kepala daerah  yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.

(4) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan.

(5) Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD.

(6) Dalam hal tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas kabupaten/kota/kecamatan dapat diisi oleh unsur yang lainnya.

(7) Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh  dan bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya. 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043):
Pasal 6

(1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.

Pasal 18

(1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

(2) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi sehingga merugikan dan/atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

(3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

(1)  KPU kabupaten/kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih.

(2)  Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.

(3)  Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPS.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar pemilih diatur dalam peraturan KPU.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
Pasal 4

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Bawaslu.

Pasal 26

(1) Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU

(2) Dalam hal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU sehingga merugikan Pasangan Calon, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU. 

(3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

(1) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS menggunakan Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(2) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS memutakhirkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

(4) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya menetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap paling lama 7 (tujuh) hari.

(5) Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran, pengumuman, perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan KPU.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pasal 47

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen. 

(2)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah. 

(3)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan. 

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum. 

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya. 

B. Pokok-pokok Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2007
1. Seleksi 

a. Tim seleksi dibentuk untuk melakukan seleksi administratif dan seleksi keahlian terhadap calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu.

b. Tes terhadap calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu tidak saja mencakup tes psikologi (psikotes), tetapi juga menyentuh tes keahlian/kompetensi individu.

c. Hasil tes diumumkan secara terbuka.

2. KPU

a. Ada pemikiran jumlah anggota KPU ditambah dari 7 orang menjadi 1 orang untuk lebih memaksimalkan fungsi, tugas dan peran KPU.

b. Persyaratan menjadi anggota KPU lebih diperketat. Keseluruhan anggota KPU harus mencerminkan terakomodasinya beberapa jenis kompetensi/keahlian yang sesuai dengan kebutuhan KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

c. Sekretariat KPU agar lebih diperkuat.

3. Bawaslu

a. Proses rekrutmen calon anggota Bawaslu tidak lagi dilakukan oleh KPU, tetapi oleh Tim Seleksi Penyelenggara Pemilu, yang juga bertugas merekrut calon anggota KPU.

b. Proses rekrutmen anggota Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi kewenangan sepenuhnya Bawaslu, tidak lagi melibatkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, diatur dalam Peraturan Bawaslu.

4. Dewan Kehormatan

a. Status Dewan Kehormatan agar diperkuat, dari bersifat ad hoc menjadi tetap/permanen.

b. Dewan Kehormatan hanya berkedudukan di tingkat nasional, tidak lagi dibentuk di tingkat provinsi/kabuoaten/kota.

c. Hanya ada satu Dewan Kehormatan, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, semula Dewan Kehormatan melekat masing-masing pada KPU dan  Bawaslu, serta ada pula Dewan Kehormatan di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

d. Anggota Dewan Kehormatan adalah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 orang Ketua KPU dan 1 orang Ketua Bawaslu (ex-officio) dan 3 orang diambil dari unsur masyarakat.

e. Dewan Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

5. Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu kepala daerah lebih diperinci tapi dibatasi pada aspek berikut:

a. penugasan personil dan sarana ruangan pada sekretariat PPK dan sekretariat PPS;

b. kelancaran transportasi pengiriman logistik pemilu serta monitoring penyelenggaraan pemilu;

c. dalam hal-hal tertentu yang mendesak, pemerintah dimungkinkan untuk ikut berperan.

6. Masa Bakti KPU dan Bawaslu

a. Masa bakti anggota KPU dan anggota Bawaslu saat ini diperpendek, semula periode 2008-2013 menjadi berakhir pada tahun 2010 (atau sejak revisi undang-undang yang baru ditetapkan).

b. Masa bakti anggota KPU dan anggota Bawaslu yang baru mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang yang telah direvisi.

7. Catatan Lain

a. Ada pemikiran agar fungsi dan kewenangan Bawaslu diperkuat.

b. Ada pemikiran status Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi tetap/permanen, semula ad hoc. Hal ini untuk lebih menjamin optimalisasi fungsi, tugas dan peran pengawasan dalam pemilu/pilkada.

c. Sekretariat Bawaslu agar lebih diperkuat. Ada pemikiran sekretariat KPU dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon I, sekarang sekretariat Bawaslu dipimpin oleh eselon II.

d. Terkait dana pilkada, ada dua alternatif. Pertama, dana pilkada adalah tanggungjawab pemerintah daerah karena berpegang pada prinsip otonomi daerah. Kedua, dana pilkada menjadi tanggungjawab KPU karena pilkada sudah masuk ke dalam rezim pemilu. 

C. Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelengara Pemilihan Umum

Penyelenggaraan Pemilihan umum pada Tahun 2009 yang dilakukan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum didesain untuk menghasilkan Pemilu yang memiliki integritas melalui peningkatan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggara. Namun dalam kenyataannya dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 keinginan untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas belum tercapai. Penilaian ini terdokumentasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, tanggal 12 agustus 2009 tentang sengketa hasil Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2009. Dalam putusannya, bagian pendapat MK point (3.53), menyebutkan bahwa masih banyak kelemahan dalam proses penyelenggaraan pemilu, salah satunya adalah kelemahan KPU yang terkesan kurang kompeten dan kurang profesional serta kurang menjaga citra independensi dan netralitasnya. Penilaian ini juga senada dengan rekomendasi Pansus DPR yang melakukan melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan Pemilu Tahun 2009.

Berdasarkan pertimbangan terhadap rekomendasi Pansus DPR dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berinisiatif melakukan perubahan terbatas terhadap UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun pokok-pokok perubahan terbatas yang dilakukan DPR RI terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sebagai berikut

1. Keanggotaan KPU

Dilakukan perubahan dengan menambah jumlah anggota KPU menjadi paling banyak 11 (sebelas) orang yang sebelumnya hanya berjumlah 7 (tujuh) orang.

2. Persyaratan calon anggota KPU

a. Dilakukan perubahan persyaratan usia minimal untuk calon anggota KPU pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 

b. Calon anggota KPU boleh berasal dari partai politik tetapi bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan partai apabila terpilih menjadi anggota KPU. 

c. Syarat calon anggota KPU ditambahkan ketentuan baru yaitu diutamakan pelamar yang berlatar belakang disiplin ilmu bidang politik, hukum, manajemen, teknologi informasi, keuangan, akuntansi, komunikasi serta logistik 

3. Tim Seleksi Calon Anggota KPU

Keanggotaan Tim  Seleksi  diubah dengan ketentuan tim seleksi   terdiri atas  3 (tiga) orang anggota yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 2 (dua) orang anggota yang diajukan oleh Presiden. Tim seleksi kemudian bertugas melakukan seleksi berdasarkan latar belakang keahlian calon.

4. Rapat Pleno KPU

Sebagai implikasi dari penambahan anggota KPU maka ketentuan mengenai sahnya Rapat pleno KPU diubah, dengan ketentuan Rapat Pleno KPU sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota KPU. Disamping itu diatur juga bahwa keputusan rapat pleno KPU sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 6 orang anggota KPU. 
5. Sekretariat PPS

Dalam pengaturan sekretariat PPS ditambah ketentuan baru yaitu PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
6. Syarat calon anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan
Persyaratan calon anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan diubah menjadi berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan pemilu, penyidikan, dan penuntutan.
7. Tim seleksi Bawaslu

Dilakukan perubahan bahwa tim seleksi Bawaslu dalam melakukan tugasnya melakukan seleksi sesuai dengan latarbelakang keahlian  calon Bawaslu. 
8. Penguatan Sekretariat KPU

Penguatan sekretariat KPU dilakukan dengan melakukan pembenahan pada sekretariat KPU dimana tugas sekjen dan wasekjen KPU akan dengan menambahkan tiga orang deputi yang akan membantu tugas dan dibantu 9 (sembilan) biro.

9. Dewan Kehormatan KPU

Diatur ketentuan baru bahwa pembentukan Dewan Kehormatan KPU wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan semenjak rekomendasi pelanggaran kode etik dikeluarkan oleh Bawaslu. Selain itu diatur juga mengenai komposisi keanggotaan Dewan Kehormatan KPU yang terdiri atas 2 (dua) orang anggota KPU dan 3 (tiga) orang dari luar anggota KPU

10. Dewan Kehormatan KPU Provinsi

Sama dengan ketentuan Dewan kehormatan KPU, pada level Provinsi juga diatur bahwa pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan semenjak rekomendasi pelanggaran kode etik dikeluarkan. Komposisi Kehormatan KPU Provinsi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang anggota KPU Provinsi dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU Provinsi

11. Dewan Kehormatan Bawaslu

Diatur ketentuan baru bahwa pembentukan Dewan Kehormatan Bawaslu wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan semenjak rekomendasi pelanggaran kode etik dikeluarkan. Dewan Kehormatan Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang anggota dari Bawaslu, dan 3 (tiga) orang dari luar anggota Bawaslu
12. Proses Pemilihan Panwaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/Kota dan Panwaslu kecamatan

Dilakukan perubahan dengan mengatur sebagai berikut; Panwaslu Provinsi ditetapkan oleh Bawaslu; Panwaslu Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kecamatan ditetapkan oleh Panwaslu Kabupaten/kota. 

13. Bantuan Pendanaan Pemilu Kepala Daerah

Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Partisipasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Umum

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan dukungan fasilitasi. Bantuan dimaksud adalah berupa penugasan pegawai negeri sipil pada sekretariat PPK dan sekretariat PPS; penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK dan sekretariat PPS. Dukungan fasilitasi meliputi: pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu; kelancaran transportasi pengiriman logistik Pemilu; monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan kegiatan lain  sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.  

15. Penggantian Keanggotaan KPU

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu Tahun 2014 dan memberikan waktu yang cukup bagi KPU dalam melaksanakan persiapan penyelenggaraan tahapan pemilu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sebelum diselenggarakan Pemilihan Umum keanggotaan KPU yang baru sudah terbentuk
Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 124A keanggotaan KPU masa bakti 2008 sampai dengan 2013 dipersingkat dan berakhir paling lambat bulan April Tahun 2011

Keanggotaan Bawaslu masa bakti 2008 sampai dengan 2013 dipersingkat dan berakhir paling lambat bulan April Tahun 2011.

Anggota KPU dan anggota Bawaslu yang masa tugasnya dipersingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
BAB IV

PENUTUP
A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemilihan umum yang adil merupakan wujud kedaulatan rakyat yang secara konstitusional dijamin oleh Negara;

2. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 agar dihasilkan penyelenggara pemerintahan yang semakin terpercaya dan berkualitas. 
B. Rekomendasi 

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, maka Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilihan Umum adalah sebuah keniscayaan, sehingga Rancangan Undang-Undang ini perlu segera dibahas untuk disahkan menjadi Undang-Undang.  

Demikianlah Naskah Akademik ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam perumusan dan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan Umum. 
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